BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 1716/BKAD /2023 tentang Perubahan Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran
VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X,
Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV
Keputusan Gubernur Nomor 118/BKAD/2023 tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II- di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

" SALINAN Il



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
56);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 65)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 65) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.952.327.927.699
b. Berkurang Rp (2.835.000.000)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.949.492.927.699
2. Belanja
Belanja Operasi
a. Semula Rp 1.431.766.354.661
b. Bertambah Rp 4.597.409.559

Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.436.363.764.220



Belanja Modal

a. Semula Rp 261.953.555.637
b. Berkurang Rp (7.432.409.559)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 270.521.146.078
Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp 800.000.000
b. Bertambah Rp 0
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp 800.000.000,00
Perubahan

Belanja Transfer

a. Semula Rp 280.818.600.827

b. Bertambah Rp 0
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 280.818.600.827
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.882.292.670.035

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1. Semula Rp 249.150.583.426,00
2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 249.150.583.426,00
b. Pengeluaran

1. Semula Rp 210.140.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 210.140.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 10.660.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00

Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai
berikut:

Kode Organisasi OPD

1.01.2.22.0.00.02 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.03.0.00.0.00.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.05.0.00.0.00.01 | Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.0.00.0.00.04 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.09.3.27.0.00.02 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.15.0.00.0.00.01 | Dinas Perhubungan

2.17.3.31.3.30.07 | Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian
dan Perdagangan

2.18.0.00.0.00.23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

2.23.2.24.0.00.02 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3:25.3:27.0.00.02 Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.01.5.06.0.00.01 | Sekretariat Daerah

6.01.0.00.0.00.01 | Inspektorat

7.01.0.00.0.00.11 | Kecamatan Subah




3. Ketentuan dalam lampiran I, II, Il dan V diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran I, II, IIl dan V yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI SAMBAS,
ttd.
SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 68
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